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ABSTRAK 

 
Resti Kurnia Illahi, 1109112/2011: “Analisis Pelaksanaan Fungsi PT. Ang-

kasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Inter-
nasional Minangkabau Sebagai Wajib Pungut Pajak 
Pertambahan Nilai” 

 
Pembimbing :Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak 

 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak 

Pertambahan Nilai dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pe-
mungutan Pajak Pertambahan Nilai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penu-
lisan Tugas Akhir ini ialah penelitian deskriptif. Metode penelitian tugas akhir ini 
berupa penelitian studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara, obser-
vasi dan kuesioner langsung ke instansi terkait. Penelitian dilaksanakan pada PT. 
Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau yang 
beralamat di Jalan Mr. Sutan M. Rasyid Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi 
Sumatera Barat. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa PT. Angkasa Pura 
II (Persero) belum melakukan pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012, 
ini terbukti dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh rekanan atas penyerahan 
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tidak dibubuhi cap Disetor Tanggal 
…….” dan tidak ditandatangani oleh PT Angkasa Pura II (Persero) selaku Wajib 
Pungut.Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertamba-
han Nilaiadalah Faktur Pajak yang sudah kadaluarsa lewat dari satu bulan atau 
lewat dari batas akhir pembayaran pajak dan saat pemisahan SSP. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan da-

pat mengurangi ketegantungan Indonesia terhadap hutang luar negeri. Negara 

membutuhkan dana pembangunan yang besar untk membiayai segala keperlua-

nya. Pengeluaran utama Negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti biaya pe-

gawai, subsidi, utang, bunga dan cicilanya yang dipenuhi dari penerimaan dalam 

negeri yang berupa penerimaan sector migas (minyak dan gas) dan non migas 

(pajak dan non pajak).  

Salah satu jenis pajak yang kita kenal adalah Pajak Pertambahan Nilai, yaitu 

Pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan 

Jasa Kena Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah Pa-

bean. Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan peng-

ganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa 

sudah tidak memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum menca-

pai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan 

Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.    

Menurut Undang-Undang 42 Tahun 2009 dalam Pasal 1, Pemungut  Pajak 

Pertambahan Nilai adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi Peme-

rintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor,  
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dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan 

Barang Kena Pajak dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan 

Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut. 

Dahulu pernah ada ketentuan yang menunjuk BUMN sebagai Pemungut PPN 

yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000, namun sejak 1 

Januari 2004 Penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN dicabut dengan berla-

kunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003, yang disebabkan 

karena keluhan mitra-mitra bisnis BUMN. Perusahaan Rekanan BUMN merasa 

sistem pemungutan pajak oleh BUMN mempersulit arus kas pada perusahaan ter-

sebut. Namun mulai 1 Juli 2012 Pemerintah memutuskan kembali menunjuk 

BUMN sebagai pemungut pajak karena semakin banyak Rekanan bisnis BUMN 

tidak menyetorkan PPN yang telah dibayarkan. Tujuan dari penunjukan BUMN 

sebagai Pemungut PPN adalah agar bisa mengamankan pendapatan Pemerintah 

dari aktivitas bisnis BUMN yang mencapai 15% dari total penerimaan pajak. Ke-

wajiban tersebut diatur Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN dan 

PPnBM dan berlaku wajib pada 1 Juli 2012. 

Terkait penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN melalui Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012, maka tanggal 16 Agustus 2012 Menteri 

Keuangan melakukan penyempurnaan dengan menambahkan atau mengurangi 

beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
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136/PMK.03/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 

85/PMK.03/2012. 

 PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minang-

kabau merupakan perusahaan BUMN yang kegiatanya di bidang jasa pengelolaan 

dan pelayanan jasa kebandarudaraan. Saat diberlakukanya Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012, PT. Angkasa Pura II (Persero) di-

tunjuk sebagai Pemungut PPN Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyera-

han kepada PT. Angkasa Pura II (Persero)  baik itu Barang Kena Pajak atau Jasa 

Kena Pajak dikenai PPN wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUMN se-

laku pihak Pemungut. Dalam hal ini ketika PT. Angkasa Pura II (Persero) mela-

kukan pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak  dari Pengusaha Kena 

Pajak, baik badan maupun Perseorangan yang dinamakan Pajak Masukan, pihak 

PT. Angkasa Pura II (Persero) wajib untuk memungut, menyetorkan, dan mela-

porkan pajak yang telah ia pungut tersebut sesuai dengan tata cara yang berlaku 

dalam Perundang-undangan perpajakan Indonesia.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mendorong penulis untuk mengada-

kan penelitian di PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Interna-

sional Minangkabau dengan mengambil judul “ Analisis Pelaksanaan Fungsi 

PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Mi-

nangkabau Sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. 

Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minangka-

bau? 

2. Apakah Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan 

Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Angkasa Pura II (Persero)? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang telah dilakukan pada PT. Angkasa Pura II 

(Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau adalah: 

1. Untuk menganalisis pelaksanan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pa-

da PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Mi-

nangkabau. 

2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Angkasa Pura II (Persero)? 

3. Untuk menganalisis PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara 

Internasional Minangkabau telah melakukan Wajib Pungut Pajak Pertam-

bahan Nilai sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

136/PMK.03/2012. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan gambaran yang lebih jelas 

mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Diploma III 

Fakultas Ekonomi UNP. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian atas pelaksanaan pemungutan Pajak Pertam-

bahan Nilai pada PT Angkasa Pura II (Perseo) Cabang Bandar Udara Interna-

sional Minangkabau, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. PT Angkasa Pura II (Perseo) belum melakukan pelaksanaan pemungutan 

Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keu-

angan Nomor 136/PMK.03/2012, ini terbukti dengan Faktur Pajak yang 

diterbitkan oleh rekanan atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa 

Kena Pajak  tidak dibubuhi cap Disetor Tanggal …….” dan tidak ditanda-

tangani oleh PT Angkasa Pura II (Persero) selaku Wajib Pungut. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak 

Pertambahan Nilai berdasarkan wawancara adalah Faktur Pajak yang su-

dah kadaluarsa lewat dari satu bulan atau lewat dari batas akhir pembaya-

ran pajak dan saat pemisahan SSP. 

B. Saran  

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan, penulis 

memberikan beberapa saran untuk direkomendasikan kepada PT Angkasa 
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Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau 

antara lain sebagai berikut: 

1. Sebaiknya PT Angkasa Pura II (Persero) dalam pelaksanaan pemungutan 

serta penyetoran dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keua-

ngan Nomor 136/PMK.03/2012 tentang PPN, maka perusahaan harus 

memperhatikan lagi kepatuhan terhadap peraturan dan sebisa mungkin 

menghindari kelalaian manusia. 

2. Untuk dapat mempertahankan kualitas dan kuantitas pada PT. Angkasa 

Pura II cabang BIM maka perlu ditingkatkan lagi sumber daya 

manusianya pada divisi keuangan khususnya bagian pajak, supaya tidak 

mengalami kesalahan dalam melakukan pelaksanaan pemungutan PPN  
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